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ORINEWS.id – Ada indikasi kriminalisasi di balik kasus hukum
yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Pengacara sekaligus analis Politik, Saiful Huda Ems mengurai,
indikasi  kriminalisasi  Hasto  yang  telah  ditetapkan  sebagai
tersangka kasus suap Harun Masiku cukup jelas dalam pernyataan
KPK saat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam sidang praperadilan Kamis, 6 Februari 2025 kemarin, KPK
menyebut hendak melakukan upaya operasi tangkap tangan (OTT)
Harun  Masiku  dan  Hasto  di  Kompleks  Perguruan  Tinggi  Ilmu
Kepolisian (PTIK) Jakarta Selatan namun gagal karena dihalang-
halangi petugas kepolisian.

Namun  keberadaan  Hasto  di  PTIK  dalam  rencana  OTT  KPK  itu
hingga kini belum bisa dibuktikan dengan bukti-bukti kuat.

“Menurut  Hasto  sendiri,  beliau  tidak  pernah  ke  PTIK  dan
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dibenarkan oleh tiadanya bukti apa pun yang mengarah ke sana,”
kata  Saiful  Huda  dalam  keterangan  tertulisnya,  Jumat,  7
Februari 2025.

Hal  lain  yang  mengindikasikan  dugaan  kriminalisasi,  yakni
pengamanan di PTIK tidak segampang yang dibayangkan. Ditambah
saat akan OTT tersebut, Saiful Huda mendapati informasi bahwa
Wakil Presiden saat itu, Maruf Amin ada kegiatan jalan pagi di
PTIK.

“Maka di sini tampak sekali KPK melakukan framing,” jelas
Saiful Huda.

Selain itu, Saiful Huda menyebut bukti-bukti yang disampaikan
KPK tidak relevan dan tidak ada bukti-bukti baru (novum).

“Hal ini menunjukkan klaim Termohon (KPK), yang menyatakan
memiliki bukti baru dengan mencantumkan nama Wahyu Setiawan
(Komisioner  KPU)  sebagai  bukti  baru  yang  tidak  valid  dan
mengada-ada,” tegas Saiful Huda.

Saiful Huda menduga, dugaan kriminalisasi ini terjadi karena
Sekjen PDIP itu kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo di
akhir masa jabatannya.

“Perkara suap Harun Masiku yang menyeret Hasto itu hanyalah
upaya  kriminalisasi  KPK.  Hasto  selama  ini  dikenal  figur
politisi vokal, bersuara kritis terhadap berbagai pelanggaran
hukum  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  pemerintahan  Jokowi,”
tandasnya.[source:rmol]
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